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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum 

dapat dikatakan efektif dan untuk  mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum 

tersebut setidaknya dapat  ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah hukum itu 

sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal faktor ini 

sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor  sarana 

dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai 

meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor 

masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya yang 

ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke 

LBH meminta bantuan hukum serta faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini 

masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang 

memihak pada rakyat kecil. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak 

mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke LBH karena citra 
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advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus 

yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat 

yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok 

desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan 

fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak 

mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya  untuk 

lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu 

masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan  hukum, sehingga 

mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.  

2. Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum terhadap terdakwka tidak mampu supaya dapat 

dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat 

dibutuhkan. 

3. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh 

advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat 
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